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Abstrak
 

Ganti kerugian bagi korban perkosaan merupakan salah satu pemenuhan/perwujudan dari hak asasi manusia

dan perlindungan hukum. Arti penting pemberian ganti kerugian bagi korban perkosaan juga mengingat

bahwa pada umumnya mereka (korban) berasal dari golongan yang lemah mental, fisik dan sosial. Ilmu

yang mengkaji permasalahan korban adalah viktimologi. Pandangan-pandangan ajaran viktimologi perlu

mendapat perhatian dari para pihak yang terlibat baik dalam sistem dan proses peradilan pidana maupun

perdata yaitu, polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat, karena dengan adanya persamaan

pandangan tentang	kepentingan	korban	dan	keinginan	untuk memperjuangkannya, akan dapat mewujudkan

pemenuhan pemberian ganti kerugian tersebut. Adapun bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban

dapat berupa kompensasi (pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah) dan restitusi

(pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku). Dalam kenyataan praktik peradilan masih jarang

korban perkosaan mengajukan permohonan ganti kerugian disebabkan karena tidak tahu akan haknya, tidak

tahu prosedur hukum, karena malu dan berbagai faktor lain. Pemberian ganti kerugian dalam perkara pidana

telah diatur dalam Pasal 98 KW-1AP mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara

pidana. Meskipun KUHAP telah memungkinkan bagi korban perkosaan untuk mengajukan ganti kerugian

dengan penggabungan perkara, namun ada diantaranya yang mengajukan permohonan ganti kerugian

melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena dianggap prosesnya sering lambat dan

hanya dapat diberikan berupa ganti kerugian materil. Mengingat perlunya ganti kerugian bagi korban

perkosaan, seyogianya KUHAP perlu disempurnakan, sehingga ada landasan yuridis yang kuat untuk

memperjuangkan hal tersebut.
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